
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.416, 2012 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 
Pedoman. Pelaksanaan. Program Nasional. 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 

 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PER.07/MEN/2012 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional 
tentang penanggulangan kemiskinan melalui 
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu 
didukung kebijakan guna mencapai peningkatan 
kemampuan usaha dan kesejahteraan, 
pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan 
serta meningkatnya kualitas lingkungan. 

  b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun 
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan 
Perikanan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.416 2

Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
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